
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

          

 Latar Belakang Masalah 

       Bangsa Indonesia memiliki susunan kehidupan dan perekonomian yang 

bercorak agraris dengan hasil bumi dan laut yang melimpah serta beraneka 

ragam yang merupakan kekayaan nasional. Kekayaan nasional yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan harus 

dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan nilai ekonomi yang sangat 

tinggi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah 

satu bentuk kekayaan nasional yang berperan penting dalam kehidupan 

bangsa Indonesia adalah tanah. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia 

yang paling mendasar, fungsinya sebagai sumber kehidupan dan 

kesejahteraan menjadikan keberadaannya sangat diperlukan untuk 

keberlanjutan ekonomi dan pembangunan. Dahulu, penggunaan tanah hanya 

sebatas untuk membangun tempat tinggal dan bercocok tanam, namun seiring 

berkembangnya zaman terjadi perubahan drastis, tanah yang semula hanya 

digunakan sebagai media untuk membangun tempat tinggal dan bercocok 

tanam, saat ini dapat digunakan  untuk berbagai hal yang dapat menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional.  

Bagi negara, tanah dapat digunakan untuk membangun berbagai macam 

infrastruktur, antara lain seperti gedung pemerintah, jembatan dan jalan 

umum yang merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Peruntukannya ada yang khusus digunakan bagi keperluan instansi 



 

 

pemerintah (private domein) dan ada yang sengaja dibiarkan terbuka 

pemanfaatannya, sehingga dapat dinikmati bersama oleh masyarakat (public 

domein).1  

Akan tetapi, pembangunan infrastruktur tersebut terkadang tidak berjalan 

dengan lancar, penyebab utamanya justru berasal dari tanah itu sendiri. 

Ketersediaan tanah yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk 

Indonesia yang terus meningkat setiap tahun menjadi masalah paling 

mendasar. Untuk mengatasinya, negara berupaya untuk mengatur segala hal 

mengenai kekayaan nasional termasuk tanah melalui Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan 

amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, 

dibentuk lah suatu aturan khusus tentang pertanahan yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau 

dikenal dengan sebutan UUPA. Dengan hadirnya UUPA, maka Buku Kedua 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut sepanjang mengenai bumi, air 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-

ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada saat berlakunya UUPA 

tersebut.2 Instrumen hukum ini kemudian mengisyaratkan bahwa sejatinya 

tugas negara adalah untuk memakmurkan rakyatnya.  

 

 
1Hiengki Aindorai, Pienguaisa iain dain Piengielolaia in Tainaih Piemierinta ih : Konsiep dain Dia iliektikai 

dailaim Sistiem Hukum Indon iesia i, (Diepok : Ra ijaiwaili Piers, 2021), hlm. 1. 
2Republik Indonesia, Undaing-Undaing Nomor 5 Taihun 1960 tientaing Pieraiturain Daisair 

Pokok-Pokok Aigrairiai, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Bagian Memutuskan.  



 

 

Pengertian tanah tidak dirumuskan dengan jelas dalam UUPA, namun 

pada Penjelasan Pasal 1 UUPA dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

tanah ialah permukaan bumi. Kemudian Pasal 4 ayat (1) UUPA juga 

menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai negara sebagaimana dimaksud 

Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-

badan hukum. Rumusan pasal ini telah menggambarkan hubungan yang 

terbangun antara negara dengan tanah sebagai salah satu sumber daya agraria. 

Dengan demikian, ketentuan tersebut memberi pemahaman bahwa dari sudut 

pandang UUPA, tanah dipandang hanya dari aspek yuridis, maksudnya yang 

berkaitan langsung dengan hak-hak atas tanah yang memberi wewenang 

kepada pemegang hak nya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat 

dari tanah yang dihakinya,3 meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil 

hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas 

yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53.4 Di dalamnya juga 

diatur diengan t iegas bahwa n iegara m ierupakan badan p ienguasa yang hanya 

m iemiliki hak m ienguasai niegara. Pasal 2 ayat (2) UUPA m iengatur l iebih lanjut 

m iengienai hak m ienguasai dari n iegara yang m iemb ieri wiewienang k iepada 

niegara untuk : 

 
3Urip Sa intoso, Hukum A igrairia i Kaijiain Kompriehiensif, (Ja ikairtai : Kiencainai Miediai Group, 

2017), hlm. 10. 
4Unda ing-Undaing Nomor 5 Ta ihun 1960 tientaing Pieraiturain Da isair Pokok-Pokok A igrairiai, 

Op.Cit., Paisail 16.  



 

 

1. m iengatur dan m ienyiel ienggarakan p ieruntukan, p ienggunaan, 

p iersiediaan dan piem ieliharaan bumi, air dan ruang angkasa t iersiebut; 

2. m ienientukan dan m iengatur hubungan-hubungan hukum antara iorang-

iorang d iengan bumi, air dan ruang angkasa, 

3. m ienientukan dan m iengatur hubungan-hubungan hukum antara iorang-

iorang dan p ierbuatan-pierbuatan hukum yang m iengienai bumi, air dan 

ruang angkasa.  

 

Diengan d iemikian t ielah sangat j ielas bahwa K ionstitusi dan Hukum 

P iertanahan Ind ioniesia m iemaknai hubungan yang t ierbientuk antara n iegara 

diengan sumb ier daya agrarianya adalah hanya s iebatas hak m ienguasai n iegara. 

Artinya, k iedudukan niegara bukan lah s iebagai piemilik sumbier daya agraria, 

m ielainkan s iebagai suatu iorganisasi k iekuasaan s ieluruh rakyat yang t ielah 

dib ieri mandat iol ieh rakyat, s iehingga m iemiliki wiewienang untuk m ielaksanakan 

hal-hal s iebagaimana t ielah diatur pada Pasal 2 ayat (2) UUPA. Adapun 

hubungan hukum yang dimaksud iol ieh rumusan pasal t iersiebut dit ietapkan 

diengan s iesuatu hak atas tanah s iebagai suatu prioduk yuridis yang 

m ienimbulkan hak dan k iewajiban bagi suby iek hak atas tanah,5 yang dalam hal 

ini dapat dip ieriol ieh m ielalui suatu k iegiatan p iendaftaran tanah.  

Dalam rangka untuk m iemb ierikan jaminan k iepastian hukum k iepada 

masyarakat atas tanah yang dikuasainya, n iegara m ielalui Pasal 19 ayat (1) 

UUPA m iem ierintahkan Kiem ient ierian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

P iertanahan Nasi ional untuk m ielakukan p iendaftaran tanah di s ieluruh wilayah 

R iepublik Ind ioniesia. P iengaturan m ieng ienai piendaftaran tanah t iersiebut diatur 

l iebih lanjut iol ieh P ieraturan P iem ierintah N iom ior 24 Tahun 1997 t ientang 

P iendaftaran Tanah, yang m iemiliki k iedudukan strat iegis dan m ienientukan, 

bukan s iek iedar p ielaksanaan Pasal 19 UUPA, namun juga tulang punggung 

 
5Muchtair Wa ihid, Miemaiknaii Kiepaistia in Hukum Ha ik Milik A ita is Ta inaih, (Ja ikairtai, Riepublikai, 

2008), hlm. 11. 



 

 

yang m iendukung jalannya administrasi piertanahan s iebagai salah satu 

Priogram Catur T iertib P ieranahan dan hukum p iertanahan di Ind ioniesia.6 Hasil 

akhir dari k iegiatan piendaftaran tanah ini ialah s iertipikat yang m ierupakan 

surat tanda bukti hak yang dapat m iemb ieri kiekuatan hukum dalam b ientuk 

pierlindungan k iepada piem iegang hak nya, s iehingga jaminan kiepastian hukum 

yang hiendak didapatkan dalam k iegiatan p iendaftaran tanah ini b ierupa 

kiepastian atas status hak, subj iek hak dan iobj iek hak yang didaftarkan dapat 

t ierwujud.7 

Bagi instansi pemerintah, kepastian hukum merupakan salah satu asas 

yang digunakan dalam melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

atau dikenal dengan istilah BMN/BMD, yang salah satu kegiatannya adalah 

pengamanan. Bentuk pengamanan terhadap BMN/BMD berupa tanah 

tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan 

pengamanan hukum.8 Wujud atau bentuk pengamanan hukum terhadap 

BMN/BMD berupa tanah ini dilakukan melalui penerbitan sertipikat hak atas 

tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah 

yang bersangkutan.9 Sertipikat hak atas tanah tersebut yang kemudian dapat 

menjadi alat pembuktian yang kuat bahwa tanah tersebut dikuasai secara 

yuridis oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Makna dari penguasaan 

secara yuridis ini yaitu penguasaan yang dilandasi oleh hak yang memberi 

 
6Urip Saintoso, Piendaiftairain da in Piera ilihain Haik Aitais Taina ih, (Jaikairtai : Kiencainai Miediai 

Group, 2010), hlm. 5. 
7Ibid, hlm. 2. 
8Piemierintaih Riepublik Indoniesia, i Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Pasal 42. 
9Ibid, Pasal 43. 



 

 

kewenangan kepada instansi pemerintah untuk menguasai tanah yang 

diberikan dalam bentuk Hak Pakai dan/atau Hak Pengelolaan.10  

Peng iertian Hak Pakai s iebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (1) UUPA 

m iengandung arti bahwa p iemb ierian hak pakai k iepada suatu instansi 

piem ierintah adalah b iertujuan agar instansi p iem ierintah yang b iersangkutan 

dapat m ienggunakan hak yang t ielah dib ierikan k iepadanya s iesuai d iengan 

pieruntukannya, yaitu untuk m ienunjang p ielaksanaan tugas, p iok iok dan fungsi 

instansi p iem ierintah t iersiebut. Kions iep dasar dari kata m ienggunakan pada 

bunyi Pasal 41 ayat (1) UUPA l iebih m ienitikb ieratkan pada suatu k iegiatan 

siepierti m iendirikan giedung-giedung p iem ierintahan, s iem ientara kata m iengambil 

manfaat b iermakna bahwa hak pakai t iersiebut tidak digunakan untuk 

kiepientingan m iendirikan g iedung-giedung piem ierintahan, m ielainkan 

kiepientingan lainnya yang dapat m ieningkatkan p iendapatan asli daierah s iepierti 

piertanian, p ierikanan, p iet iernakan dan p ierkiebunan. Diengan d iemikian, 

piemb ierian S iertipikat Hak Pakai k iepada suatu instansi piem ierintah iol ieh UUPA 

siejatinya dimaksudkan untuk dapat digunakan s iendiri dan dimanfaatkan 

siecara ioptimal dalam rangka m ienunjang p ielaksanaan tugas-tugas dan fungsi 

instansi p iem ierintahan yang b iersangkutan, sehingga hubungan yang 

t ierbangun antara instansi p iem ierintah d iengan iobj iek Hak Pakai nya adalah 

hubungan yang b iersifat k iepierdataan (privatie). 

Selain diatur oleh konstitusi dan UUPA, peruntukan tanah dibawah 

penguasaan pemerintah daerah ini sebenarnya juga telah dijelaskan jauh dari 

sebelum lahirnya UUPA, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Republik 

 
10Hengki Andora, Op.cit, hlm. 119. 



 

 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara 

yang sampai dengan saat ini masih berlaku dan belum dicabut. Peraturan 

pemerintah tersebut pada intinya menentukan bahwa penguasaan atas tanah 

negara dapat diserahkan kepada daerah swatantra untuk menyelenggarakan 

kepentingan daerahnya dan daerah swatantra berkewajiban menyerahkan 

penguasaan atas tanah negara tersebut apabila tanah tersebut tidak 

dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan 

daerah swatantra yang bersangkutan.  

Dikaji dari sisi Hukum Keuangan Negara, maka b ierbieda d iengan hukum 

piertanahan yang m iemandang tanah dari asp iek yuridis, pada hukum k ieuangan 

niegara yang t ierlahir s iebagai amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 m iemaknai tanah s iebagai suatu barang k iepunyaan dan 

m ienggiol iongkannya k ie dalam as iet t ietap, s iehingga tanah m ienurut hukum 

kieuangan n iegara m ierupakan suatu barang yang dapat dinilai d iengan uang. 

Lahirnya Undang-Undang Niom ior 1 Tahun 2004 t ientang P ierbiendaharaan 

Niegara yang m ierupakan pienjabaran l iebih lanjut atas Undang-Undang Niom ior 

7 Tahun 2013 t ientang Kieuangan N iegara pada Pasal 49 ayat (1), yang 

m ienyatakan bahwa barang milik n iegara/daierah yang b ierupa tanah yang 

dikuasai P iem ierintah Pusat/Daierah harus dis iertipikatkan atas nama 

P iem ierintah R iepublik Ind ioniesia/piem ierintah daierah b iersangkutan semakin 

mendeskripsikan bahwa tanah bagi instansi p iem ierintah bukan hanya 

dimaksudkan untuk p ielaksanaan tugas dan fungsi instansi p iem ierintah yang 

biersangkutan, m ielainkan s iecara s ied ierhana dapat dimaknai bahwa instansi 

piem ierintah m iemiliki k iedudukan s iebagai p iemilik tanah.  



 

 

Sisi baik lahirnya k iet ientuan ini t ientu dapat m iembawa dampak p iositif 

bagi piem ierintah kariena m ierupakan salah satu b ientuk dari upaya p iem ierintah 

dalam m ienjaga dan m iengamankan as iet tanah yang b ierada dibawah 

pienguasaannya. Akan t ietapi di sisi lain, kiet ientuan ini juga t ielah m ienimbulkan 

suatu makna b ierbieda, timbul p iemahaman bahwa s ieluruh bidang tanah s ielama 

ia bierada di bawah p ienguasaan p iem ierintah pusat/daierah harus dis iertipikatkan 

m ienjadi atas nama P iem ierintah Riepublik Ind ioniesia/Piem ierintah Daierah, tanpa 

adanya piemisahan atas status privat ie diomiein dan public d iomiein yang m iel iekat 

pada bidang tanah t iersiebut.  

Kemudian dalam rangka m ielaksanakan k iet ientuan Pasal 49 ayat (1) 

Undang-Undang t ientang Pierbiendaharaan N iegara, Piem ierintah Daierah Kiota 

Pariaman m iengieluarkan P ieraturan Daierah Kiota Pariaman Niom ior 14 Tahun 

2017 t ientang P iengiel iolaan Barang Milik Da ierah dan P ieraturan Walik iota 

Pariaman (P ierwakio) Niom ior 58 Tahun 2019 t ientang P ied ioman Tieknis 

P iengiel iolaan Barang Milik Da ierah. B ierdasarkan pada r iegulasi t iersiebut, 

instansi p iem ierintah baik pusat maupun da ierah b ierupaya m iengamankan 

bidang tanah di wilayahnya masing-masing m ielalui suatu pr iogram 

piendaftaran tanah yang dik ienal d iengan S iertipikasi Barang Milik 

Niegara/Daierah (BMN/BMD), salah satu iobj iek piendaftarannya adalah tanah-

tanah yang p ienggunaannya s iebagai jalan umum. 

Dilihat dari fungsinya s iebagai p ienunjang kiegiatan iekioniomi dan s iebagai 

sarana untuk b ierlalu lintas yang dapat dinikmati b iersama iol ieh masyarakat 

luas, maka tanah jalan umum m ierupakan as iet publik yang pienguasaannya ada 

pada niegara. Undang-Undang Niom ior 2 Tahun 2022 t ientang P ierubahan 



 

 

Kiedua Atas Undang-Undang N iom ior 38 Tahun 2004 tientang Jalan 

m iemp iertiegas hal ini m ielalui Pasal 13 ayat (1) yang m ienyatakan bahwa 

pienguasaan atas jalan ada pada n iegara. K ionsiep m ienguasai yang ada pada 

niegara atas tanah jalan umum m iemb ieri arti bahwa n iegara hanya b ierwienang 

untuk mien ientukan, m iengatur dan m ienyiel ienggarakan hal-hal yang b ierkaitan 

diengan tanah jalan umum dan bukan untuk m iemilikinya, kar iena hubungan 

hukum yang t ierbientuk antara n iegara d iengan tanah jalan umum s iebagai as iet 

publik mierupakan hubungan yang b iersifat publik. Akan t ietapi, diengan 

dib ierikannya Hak Pakai di atas tanah jalan umum t ielah m ierubah hubungan 

publik tiersiebut m ienjadi hubungan yang b iersifat k iepierdataan.  

Bagian Umum Alin iea k ie VI P ienj ielasan atas Undang-Undang N iom ior 2 

Tahun 2022 juga m ienyatakan bahwa p ienguasaan jalan iol ieh n iegara m iemb ieri 

wiewienang pada p iem ierintah pusat, p iem ierintah daierah dan p iem ierintah diesa 

untuk mielaksanakan p ienyiel ienggaraan jalan s iesuai k iewienangannya d iengan 

m iemp ierhatikan k iebierlangsungan p ielayanan jalan dalam k iesatuan sist iem 

jaringan jalan. P ienyiel ienggaraan jalan t iersiebut mieliputi p iengaturan, 

piembinaan, p iembangunan dan p iengawasan jalan.11 Hadirnya k iet ientuan ini 

t ielah m iemp ierlihatkan bahwa batasan k iewienangan yang dib ierikan niegara 

kiepada instansi p iem ierintah atas tanah jalan umum hanya b ierupa 

pienyiel ienggaraannya saja, dimulai dari p iengaturan sampai d iengan 

piengawasan. Artinya, tidak ada klausul yang m ienyatakan bahwa instansi 

piem ierintah b ierwienang untuk m ielakukan p iensiertipikatan t ierhadap tanah jalan 

 
11Riepublik Indon iesiai, Undaing-Undaing Nomor 2 Ta ihun 2022 t ientaing Pierubaihain Kieduai Aitais 

Undaing-Undaing Nomor 38 Ta ihun 2004 t ientaing Jailain, Liembairain Niegairai Taihun 2022 Nomor 12,  

Paisail 1 aiyait 3. 



 

 

umum. K iemudian d iengan m iengingat tanah jalan umum tiergiol iong s iebagai 

tanah yang dikuasai iol ieh n iegara, maka p iendaftaran tanah yang iobj ieknya 

adalah tanah n iegara hanya cukup dilaksanakan sampai k iepada m iembukukan 

bidang tanah jalan umum t iersiebut k ie dalam daftar tanah dan tidak p ierlu 

m ienierbitkan S iertipikat Hak Pakai di atasnya. Hal ini d iengan t iegas diatur pada 

Pasal 9 ayat (2) P ieraturan P iem ierintah N iom ior 24 Tahun 1997 t ientang 

P iendaftaran Tanah yang m ienyatakan bahwa dalam hal tanah n iegara s iebagai 

iobyiek piendaftaran tanah s iebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

piendaftarannya dilakukan d iengan m iembukukan bidang tanah yang 

m ierupakan tanah n iegara dalam daftar tanah, s ierta pada Pasal 9 ayat (2) 

P ienj ielasan atas P ieraturan P iem ierintah Niom ior 24 Tahun 1997 yang 

m ienj ielaskan bahwa p iendaftaran tanah yang iobyieknya bidang tanah yang 

bierstatus tanah n iegara dilakukan d iengan m iencatatnya dalam daftar tanah dan 

tidak dit ierbitkan s iertipikat. 

B ierdasarkan data yang ada, di wilayah Pr iovinsi Sumatiera Barat 

khususnya di Kiota Pariaman, tanah-tanah yang pienggunaannya s iebagai tanah 

jalan umum didaftarkan m ielalui priogram S iertipikasi Barang Milik 

Niegara/Barang Milik Da ierah (BMN/BMD) hingga sampai pada tahap 

pienierbitan S iertipikat Hak Pakai. Tahun 2022, P iem ierintah Daierah Kiota 

Pariaman t ielah m iendaftarkan kurang l iebih s iebanyak 65 (ienam puluh lima) 

bidang tanah jalan umum yang t iergiol iong siebagai jalan kiota, s iedangkan pada 

tahun 2023 juga t ielah diajukan p iermiohionan s iebanyak 73 (tujuh puluh tiga) 

bidang.  

 



 

 

S SSiSelain tidak diatur iol ieh P ieraturan P iem ierintah Niom ior 24 Tahun 1997 

t ientang P iendaftaran Tanah, p ienierbitan S iertipikat Hak Pakai t ierhadap tanah 

jalan umum dikhawatirkan dapat m iengikis fungsi s iosial yang m iel iekat pada 

tanah jalan umum t iersiebut, s iebagaimana ciont ioh kasus yang t ierjadi di Dieli 

S ierdang yaitu jalan milik n iegara dijual iol ieh piem ierintah kie pihak swasta 

sienilai Rp 1,6 Milyar (satu k ioma ienam milyar rupiah).12 

  B ierdasarkan uraian di atas, maka p ienulis t iertarik m iengkaji p iermasalahan 

hukum yang timbul dari p iendaftaran tanah jalan umum, tierkait s iebierapa 

pienting tanah jalan umum sebagai as iet publik p ierlu didaftarkan sampai 

diengan p ienierbitan surat tanda bukti hak s ierta bagaimana pr iosies 

piendaftarannya. Atas dasar itu, p ienulis miengangkat p ienielitian d iengan judul 

“PiENDAFTARAN TANAH JALAN UMUM S iEBAGAI ASiET PUBLIK 

DI KiOTA PARIAMAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang m ienjadi piokiok p iermasalahan yang akan dik iemukakan 

dalam pien ielitian ini ialah : 

1. Apa dasar p iertimbangan P iem ierintah Daierah K iota Pariaman 

m iendaftarkan tanah jalan umum s iebagai Barang Milik Da ierah (BMD) ?  

2. Bagaimana status tanah jalan umum s iebagai as iet publik dalam 

administrasi p iertanahan ? 

3. Bagaimana pr iosies piendaftaran tanah jalan umum s iebagai as iet publik di 

Kiota Pariaman? 

 
12Nizair Aildi, “Jailain Milik Niega irai di Dieli Sierdaing disiebut dijuail Rp 1,6 M kie Swa istai”, 

dikunjungi paidai tainggail 14 Juni 2023, pukul 21.00 WIB. 



 

 

C. Tujuan P ienielitian 

B ierdasarkan latar b ielakang dan rumusan masalah yang dik iemukakan di 

atas, maka tujuan dari p ienielitian ini adalah : 

1. Untuk miengietahui dasar p iertimbangan P iem ierintah Daierah Kiota 

Pariaman m iendaftarkan jalan umum siebagai Barang Milik Da ierah 

(BMD); 

2. Untuk m iengietahui status tanah jalan umum s iebagai as iet publik dalam 

administrasi p iertanahan; 

3. Untuk m iengietahui priosies p iendaftaran tanah jalan umum s iebagai as iet 

publik di K iota Pariaman. 

 

D. Manfaat P ienielitian 

 Adapun manfaat yang dip ieriol ieh dari p ienulisan t iesis ini adalah : 

1. Manfaat T ieioritis 

a. Untuk m ienambah ilmu p iengietahuan dan k iemampuan dalam 

m ienganalisa; 

b. M iemp ierluas cakrawala b ierpikir s ierta m ielatih kiemampuan dalam 

m ielakukan pienielitian s iecara ilmiah dan m ierumuskan hasil p ienielitian 

dalam b ientuk tulisan; 

c. M ienjawab kieingintahuan tierhadap p ierumusan masalah dalam 

p ienielitian dan m iemb ierikan k iontribusi piemikiran dalam m ienunjang 

p ierkiembangan ilmu hukum p iertanahan khususnya t ierkait 

p iendaftaran tanah jalan umum.   

 



 

 

2. Manfaat Praktis 

a. M iemb ierikan kiontribusi p iemikiran dan manfaat bagi individu, 

masyarakat, P iem ierintah Daierah Kiota Pariaman maupun 

Kiem ient ierian Agraria dan Tata Ruang/Badan P iertanahan Nasi ional 

(ATR/BPN) dalam mienambah p iengietahuan yang b ierhubungan 

d iengan piertanahan dalam hal ini tierkait d iengan p iendaftaran tanah 

jalan umum; 

b. M iemb ierikan gambaran, masukan dan saran bagi p iem ierintah dalam 

m ienietapkan kiebijakan-kiebijakan t ierkait p iertanahan. 

 

E. Kieaslian Pienielitian 

Kieaslian p ienielitian dip ierlukan agar tidak ada plagiarism ie. Priopiosal t iesis 

ini mierupakan karya asli pienulis dan dapat dipiertanggungjawabkan 

kiebienarannya s iecara ilmiah. Siep iengietahun p ienulis dan b ierdasarkan 

pienielusuran di p ierpustakaan Univ iersitas Andalas, p ienielitian d iengan judul 

P iendaftaran Tanah Jalan Umum S iebagai Asiet Publik Di K iota Pariaman 

bielum p iernah dilakukan p ienielitian s iebielumnya, khususnya t ierkait t iopik dan 

piermasalahan s ierta c iont ioh kasus yang p ienulis angkat. Namun b ierdasarkan 

hasil p ien ielusuran int ierniet, dik ietahui ada b iebierapa pienielitian t ierdahulu 

mengenai Hak Pakai atas Tanah Negara dan Barang Milik Daerah, namun 

sangat b ierbieda dari yang dit ieliti iol ieh p ienulis, s iebagaimana dilakukan iol ieh : 

1. Nur Hakim, NPM. 5214220010, Magist ier Ilmu Hukum Univ iersitas 

Pancasila, t iesis tahun 2020, d iengan judul p ienielitian Hak Pakai Atas 

Tanah Niegara Bagi Warga Niegara Asing Yang B ierdiomisili Di Ind ioniesia 



 

 

Dan M iemiliki Rumah Di Ind ion iesia. P iermasalahan yang diangkat adalah  

a. Apakah p ienierapan P ieraturan P iem ierintah Niom ior 103 Tahun 2015 

t ientang P iemilikan Rumah T iempat Tinggal Atau Hunian iOl ieh iOrang 

Asing Yang B ierkiedudukan di Ind ioniesia akan m iencapai sasaran? 

b. Bagaimana p ieranan Hak Pakai atas tanah m ienjadi p ieningkatan 

inv iestasi di Indioniesia? 

c. Bagaimana b ientuk pierlindungan hukum bagi iorang asing yang 

tinggal dan m iempunyai rumah di Ind ioniesia?13 

P ienielitian yang dilakukan iol ieh Nur Hakim hanya m iengkaji 

m ieng ienai piendaftaran tanah sampai d iengan dik ieluarkannya s iertipikat 

hak pakai d iengan iobj iek kajian b ierupa tanah n iegara yang dip iergunakan 

bagi warga n iegara asing yang b ierdiomisili di ind ioniesia dan m iemiliki 

rumah di Ind ioniesia, s iem ientara p ienulis m iengkaji m ieng ienai urgiensi 

dilakukannya s iertifikasi t ierhadap tanah jalan umum yang m ierupakan as iet 

publik. 

2. Dani iel Sari Pat iont iongan, NPM. M012018099, Priogram Magistier 

Administrasi T ierapan Priogram Studi Administrasi P iembangunan 

Niegara, P iolit ieknik STIA LAN Makasar, t iesis tahun 2020, d iengan judul 

pienielitian yaitu P ienatausahaan Barang Milik Da ierah Pada Dinas 

P ierumahan Kawasan P iermukiman Dan Piertanahan Kabupat ien Tioraja 

Utara.14 Pada p ienielitian ini Dani iel hanya m ienitikbieratkan k iepada 

pienatausahaannya saja dimana barang milik da ierah yang dikaji 

 
13http://r iepo.jaiyaibaiyai.aic.id/id/ieprint/3088, diaiksies paidai 15 Ma iriet 2023, pukul 15.00 WIB. 
14http://ieprints.stia ilainmaikaissair.a ic.id/id/ieprint/7/1/4.%20TiESIS_DA iNIiEL%20SA iRI%20PAi

TONTONGA iN.pdf, dia iksies paidai 28 Mairiet 2023, pukul 00.15 WIB 

http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/3088
http://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/7/1/4.%20TESIS_DANIEL%20SARI%20PATONTONGAN.pdf
http://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/7/1/4.%20TESIS_DANIEL%20SARI%20PATONTONGAN.pdf


 

 

m iencakup s iemua j ienis, baik itu barang b iergierak maupun tidak b iergierak. 

S iem ientara pada p ienielitian yang dilakukan p ienulis hanya m iengkaji 

m ieng ienai tanah jalan umum saja, namun m iencakup dasar p iertimbangan 

hingga priosies piendaftarannya 

 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

  Kierangka t ieioritis m ierupakan salah satu p iendukung s iebuah 

pienielitian kar iena m ierupakan susunan dari b iebierapa p iendapat, aturan, 

asas atau cara s iebagai satu k iesatuan yang l iogis yang m ienjadi landasan 

untuk m iencapai tujuan dalam p ienielitian. T ieiori hukum m iemiliki 

kiedudukan yang sangat p ienting dalam suatu p ienielitian kar iena b ierfungsi 

siebagai pisau analisis untuk m iengungkapkan fieniom iena-fieniom iena 

hukum baik dalam tataran n iormatif maupun iempiris. T ieiori t ientang 

hukum siebienarnya sangat banyak, namun b ierdasarkan p iermasalahan 

yang p ienulis angkat, maka t ieiori yang dip ierlukan dalam p ienielitian ini 

ialah : 

a. T ieiori Kiepunyaan Niegara 

  Miengutip p ierkataan iE. Utriecht dalam buku H iengki Andiora, 

J.B.V Prioudhion, s ieiorang sarjana b ierkiebangsaan Inggris 

m iemb iedakan harta k iekayaan yang m ienjadi kiepunyaan n iegara 

(staatsd iom iein) dalam 2 (dua) k iel iomp iok, yaitu k iepunyaan privat 

(diomiein ie privat) dan kiepunyaan publik (diomainie public).15 Philipus 

 
15Hiengki Aindorai, Op.cit, hlm. 61.  



 

 

M. Hadj ion dalam buku H iengki Andiora k iemudian m ienjabarkan 

bahwa K iepunyaan privat m iemiliki kiedudukan yang mirip d iengan 

barang-barang pribadi yang p ienggunaannya ditujukan untuk dipakai 

s iendiri dan tidak ditujukan bagi p ieruntukan umum.16 Mienurutnya, 

hukum yang m iengatur kiepunyaan privat adalah hukum p ierdata. 

B ienda-bienda k iepunyaan n iegara dalam b ientuk kiepunyaan privat ini 

bisa saja dalam b ientuk tanah, rumah dinas bagi p iegawai nieg ieri, 

g iedung pierusahaan niegara.17 

S iem ientara itu, t ierhadap k iepunyaan publik (diomain ie public), ia 

juga b ierpiendapat bahwa indikasi p ieruntukan umum dari k iepunyaan 

publik dapat t ierlihat dari cara p iem ierintah m iembiarkan p ienggunaan 

dan p iemanfaatan bienda t iersiebut t ierbuka untuk umum .18 

Tieiori ini digunakan untuk m ienjawab rumusan masalah p iertama 

yang b ierkaitan d iengan dasar p iertimbangan P iem ierintah Daierah Kiota 

Pariaman m iendaftarkan tanah jalan umum s iebagai s iebagai as iet 

publik, s iehingga akan dik ietahui alasan-alasan yang dapat 

dip iertanggungjawabkan iol ieh P iem ierintah Daierah K iota Pariaman 

s ierta akibat-akibat yang ditimbulkan atas k iebijakannya 

m iensiertipikatkan tanah jalan umum s iebagai Hak Pakai. 

b. T ieiori Administrasi P iertanahan 

       B ierdasarkan Kamus B iesar Bahasa Ind ion iesia, administrasi 

adalah usaha dan k iegiatan yang b ierkaitan d iengan p ieny iel ienggaraan 

 
16Ibid. 
17Ibid.  
18Ibid. 



 

 

k iebijakan untuk m iencapai tujuan, siedangkan piertanahan adalah hal-

hal yang b ierhubungan diengan k iepiemilikian tanah milik.19  Rusmadi 

Murad m ienj ielaskan yang dimaksud diengan piertanahan adalah suatu 

k iebijaksanaan yang digariskan iol ieh piem ierintah di dalam m iengatur 

hubungan hukum antara tanah d iengan iorang s iebagaimana yang 

dit ietapkan iol ieh Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan dijabarkan 

dalam Undang Undang Niom ior 5 tahun 1960. Ia juga m iengatakan 

bahwa administrasi p iertanahan m ierupakan suatu usaha dan k iegiatan 

suatu iorganisasi dan manaj iem ien yang b ierkaitan d iengan 

p ienyiel ienggaraan k iebijakan-kiebijakan p iem ierintah di bidang 

p iertanahan d iengan m iengg ierakkan sumb ier daya untuk m iencapai 

tujuan p ierundang-undangan yang b ierlaku.20  

 Hierman Hiermit juga m ienierangkan, yang dimaksud administrasi 

p iertanahan adalah p iemb ierian hak, p ierpanjangan hak, p iembaruan 

hak, p ieralihan hak, p ieningkatan hak, p ienggabungan hak, p iemisahan 

hak, p iem iecahan hak, p iemb iebanan hak, izin l iokasi, izin p ierubahan 

p ienggunaan tanah s ierta izin p ienunjukan dan pienggunaan tanah.21 

       Landasan k ionstitusi ional administrasi p iertanahan ini t ierdapat 

pada Bab VIV t ientang Kies iejahtieraan S iosial pada Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. T ierbatasnya p iersiediaan tanah 

yang ada saat ini sangat b ierbanding t ierbalik d iengan k iebutuhan 

 
19“P iengiertia in P iertainaihain”, https://kbbi.kiemdikbud.go.id, dikunjungi paidai tainggail 14 Miei 

2023, pukul 09.00 WIB. 
20“A idministra isi Pierta inaihain”, https://www.aicaidiemiai.iedu, dikunjungi paidai tainggail 14 M iei 

2023, pukul 09.10 WIB 
21Ibid, diaiksies paidai 15 Miei 2023, pukul 09.15 WIB. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id,/
https://www.academia.edu/


 

 

manusia t ierhadap tanah yang s ielalu m ieningkat. Fakt ior-fakt ior yang 

m ienyiebabkan m ieningkatnya k iebutuhan akan tanah t iersiebut antara 

lain m ieliputi p iertumbuhan p ienduduk yang s iemakin p iesat, 

m ieningkatnya kiebutuhan taraf hidup dan p iembangunan dan 

t ierbatasnya p iersiediaan tanah yang dapat digunakan Hal ini t ientu 

dapat b ierakibat k iepada m ieningkatnya piermasalahan-piermasalahan 

di bidang p iertanahan. Untuk itu, dipierlukan piengaturan t ierhadap 

tanah dan administrasi p iertanahan m iem iegang pieranan yang sangat 

p ienting disini kariena m iemiliki ruang lingkup yang m ieliputi  

p ienatagunaan tanah, p ienataan p ienguasaan tanah, p iengurusan hak 

tanah dan p iengukuran dan p iendaftaran tanah.22 

Tieiori ini digunakan untuk m ienjawab rumusan masalah k iedua, 

s iehingga akan dik ietahui bagaimana status tanah jalan umum yang 

m ierupakan as iet publik dalam administrasi p iertanahan. 

c. T ieiori Kiepastian Hukum 

Hukum m iemiliki p ieranan yang sangat b iesar dalam k iehidupan 

masyarakat. D iengan hukum, k iehidupan biermasyarakat m ienjadi 

l iebih aman dan t iertib. Kiepastian hukum m ierupakan salah satu yang 

t ierkandung di dalam hukum itu s iendiri kariena dapat m ienjaga hak-

hak masyarakat dalam suatu n iegara.  Kiepastian m iengandung 

b iebierapa arti, yaitu j ielas, tidak multi tafsir dan tidak k iontradiktif. 

M ienurut Kamus B iesar Bahasa Ind ioniesia (KBBI), k iepastian ialah 

k ieadaan yang sudah t ietap, k iet ientuan dan k iet ietapan, s iem ientara 

 
22https://r iepository.uin-suskai.aic.id/14585/7/7.%20BA iB%20II__2018759A iDN.pdf.,  

dikunjungi paidai taingga il 9 Miei 2023, pukul 17.00 WIB. 

https://riepository.uin-suskai.aic.id/14585/7/7.%20BAiB%20II__2018759AiDN.pdf


 

 

hukum ialah p ieraturan, kaidah, undang-undang, kieputusan.23  

Kiepastian hukum adalah s iegala hal yang b ierkaitan d iengan 

kiepastian aturan hukum yang dit ientukan iol ieh undang-undnag. 

Frasa k iepastian hukum tidak dapat m ienggambarkan k iepastian 

pierilaku t ierhadap hukum s iecara b ienar, s iehingga k iepastian 

hukum hanya dapat dit iemukan dalam t ieks undang-undang 

(niormatif) yang digunakan untuk m iemutus suatu p ierkara.24 

 

Mienurut Sudikn io M iertiokusum io, kiepastian hukum adalah 

jaminan hukum itu dijalankan, bahwa yang b ierhak m ienurut hukum 

dapat m iemp ieriol ieh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.25. 

Ia juga m ienyatakan : 

“tanpa kiepastian hukum iorang tidak tahu apa yang harus 

dip ierbuatnya dan akhirnya timbul k ieriesahan. T ietapi t ierlalu 

m ienitikb ieratkan kiepada k iepastian hukum, t ierlalu k ietat m ienaati 

pieraturan hukum akibatnya kaku dan akan m ienimbulkan rasa 

tidak adil. Apapun yang t ierjadi pieraturannya adalah d iemikian 

dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu siering 

t ierasa kiejam apabila dilaksanakan s iecara k ietat “liex dura, s iel 

tamien scripta”.26 

 

Tieiori ini digunakan untuk m ienjawab rumusan masalah k ietiga 

yang b ierkaitan diengan prios ies piendaftaran tanah jalan umum s iebagai 

as iet publik, s iehingga akan dik ietahui apakah p iendaftaran tanah 

sampai d iengan pienierbitan s iertipikat hak pakai atas nama P iem ierintah 

Daierah Kiota Pariaman dapat dilaksanakan dan tidak m iengandung 

multi tafsir m iengingat fungsi jalan umum s iebagai public d iomiein dan 

bukan untuk m ielaksanakan tugas-tugas piem ierintahan. 

 
23https://kbbi.k iemdikbud.go.id/ ientri/hukum 
24Mochtair Kusumaiaidmaijai dain B. Airif Sidairtai, 2000, Piengaintair Ilmu Hukum, Ailumni, 

Baindung, hlm.3. 
25Sailim HS, P ierkiembaingain Tieori Da ilaim Ilmu Hukum (Jaikairtai : PT. Ra ijai Graifindo P iersaidai, 

2010), hlm.160. 
26Sudikno Miertokusumo, Mieng ienail Hukum (Suaitu Piengainta ir), (Yogyaikairtai : Libierty, 

1998,) hlm. 58. 



 

 

2. Kierangka K ionsieptual 

  Kierangka k ionsieptual adalah susunan dari b iebierapa k ionsiep s iebagai 

satu k iebulatan yang utuh, s iehingga t ierbientuk suatu wawasan untuk 

dijadikan landasan, acuan dan p iedioman dalam p ienielitian baik yang 

biersumb ier dari p ieraturan p ierundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis 

ilmiah, kamus, t iesis dan lain s iebagainya.27 S iesuai judul p ienielitian yang 

diangkat, maka b iebierapa k ionsiep atau d iefinisi t ierkait judul t iersiebut yaitu: 

a. P iendaftaran Tanah 

Kiegiatan piendaftaran tanah m ierupakan langkah p iem ierintah 

untuk dapat m iemb ierikan jaminan k iepastian hukum k iepada 

p iem iegang hak atas tanah atau k iepada para p iemilik tanah. Jaminan 

k iepastian hukum dimaksud m ieliputi jaminan k iepastian hukum 

t ierhadap iobj iek hak atas tanah yang m ieliputi k iepastian t ierhadap data 

fisik yang t ierdiri dari l ietak, luas dan batas-batas tanah yang 

b iersangkutan dan jaminan k iepastian hukum atas data yuridis hak 

atas tanah yang t ierdiri dari status hukum bidang tanah, subj iek hak 

atas tanah dan b ieban-bieban lain yang m iemb iebaninya. Untuk itu 

k iegiatan piendaftaran tanah sangat p ienting s iekali sifatnya. 

P iengaturan t ierhadap k iegiatan p iendaftaran tanah ini tierdapat pada 

Pasal 19 UUPA dan s iebagai p ielaksanaan dari Pasal 19 UUPA 

t iersiebut, dib ientuk lah P ieraturan P iem ierintah Niom ior 24 Tahun 1997 

t ientang P iendaftaran Tanah s iebagaimana t ielah dirubah d iengan 

P ieraturan P iem ierintah Niom ior 18 Tahun 2021 tientang Hak 

 
27Muhaiimin, Mietodie Pienielitiain Hukum, Cietaikain Piertaimai (Maitairaim : Univiersity Priess, 

2020), hlm. 42. 



 

 

P iengiel iolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan P iendaftaran 

Tanah, yang b iertujuan untuk : 

1) m iemb ierikan kiepastian hukum dan p ierlindungan hukum 

kiepada p iem iegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 

rumah susun dan hak-hak lain yang tierdaftar agar d iengan 

mudah dapat m iembuktikan dirinya s iebagai p iem iegang hak 

yang biersangkutan; 

2) m ienyiediakan inf iormasi k iepada pihak-pihak lain yang 

bierkiepientingan agar diengan mudah miemp ieriol ieh data yang 

dip ierlukan kietika akan m ielakukan suatu p ierbuatan hukum 

m iengienai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah t ierdaftar; 

3) t iersiel ienggaranya t iertib administrasi p iem ierintahan.28 

 

Pasal 1 angka 9 Pieraturan Piem ierintah Niom ior 18 Tahun 2021 

m ienj ielaskan yang dimaksud d iengan P iendaftaran Tanah adalah : 

”rangkaian kiegiatan yang dilakukan iol ieh P iem ierintah siecara 

t ierus m ienierus, bierkiesinambungan dan t ieratur, m ieliputi 

piengumpulan, piengiolahan, piembukuan dan p ienyajian sierta 

piem ieliharaan data fisik dan data yuridis dalam b ientuk pieta dan 

daftar, m iengienai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, tiermasuk piemb ierian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun sierta hak-hak t iert ientu yang 

m iemb iebaninya.” 

 

  Rangkaian k iegiatan dalam p iendaftaran tanah s iebagaimana 

bunyi k iet ientuan diatas  m ieliputi : 

1) Kiegiatan piendaftaran tanah untuk p iertama kali, dapat 

dilaksanakan m ielalui p iendaftaran tanah sist iematis dan 

spioradik, yang kiegiatannya m ieliputi: 

a) piengumpulan dan p iengiolahan data fisik; 

b) piembuktian hak dan p iembukuannya; 

c) pienierbitan siertipikat; 

d) pienyajian data fisik dan data yuridis; 

e) pienyimpanan daftar umum dan d iokum ien 

2) Kiegiatan piem ieliharaan data p iendaftaran tanah : 

a) piendaftaran p ierubahan data p iendaftaran tanah lainnya; 

b) piendaftaran p iem ieliharaan dan p iemb iebanan hak.29 

 
28Pemerintah Republik Indonesia, Piera itura in Piemierintaih Nomor 24 Taihun 1997 tientaing 

P iendaiftairain Tainaih, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 59 , Paisail 3.  
29 Ibid, Paisail 12  



 

 

Hasil akhir dari rangkaian k iegiatan piendaftaran tanah ini ialah 

surat tanda bukti hak atau dik ienal diengan s iertipikat, siebagaimana 

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang b ierbunyi piemb ierian surat-surat 

tanda bukti hak, yang b ierlaku s iebagai alat p iembuktian yang kuat. 

P iengiertian s iertipikat m ienurut Pasal 1 angka 20 P ieraturan 

P iem ierintah Niom ior 24 Tahun 1997 yaitu surat tanda bukti hak 

s iebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk 

hak atas tanah, hak p iengiel iolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 

rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 

dibukukan dalam buku tanah b iersangkutan. S iertipikat dik ieluarkan 

iol ieh Badan P iertanahan Nasi ional (BPN) dan m ierupakan d iokum ien 

p iem ierintah yang sangat vital.  Dikatakan sangat vital kar iena 

s iertipikat tanah dapat m iemb ierikan kiepastian dan p ierlindungan 

hukum k iepada p iem iegang haknya agar d iengan mudah dapat 

m iembuktikan dirinya s iebagai p iem iegang hak atas tanah yang 

dimilikinya. Artinya jika suatu saat t ierjadi kionflik atas k iepiemilikan 

tanah dimaksud, maka s iecara hukum p iem iegang s iertipikat m iemiliki 

bukti yang kuat s iebagai p iemilik tanah t iersiebut. 

b. Jalan Umum 

  adalah jalan yang dip ieruntukan bagi lalu lintas umum,30  

m ierupakan salah satu bientuk infrastruktur yang dapat m ieningkatkan 

k iesiejahtieraan umum kariena b ierpieran pienting dalam m iewujudkan 

p iembangunan nasi ional. S ielain s iebagai p ienghubung dalam b ierlalu 

 
30Undaing-Undaing Nomor 2 Taihun 2022 tientaing Pierubaihain K ieduai Aitais Undaing-Undaing 

Nomor 38 Taihun 2004 t ientaing Jailain, Op.cit., Paisail 1 aingkai 10.  



 

 

lintas, jalan umum miemiliki fungsi siebagai prasarana transp iortasi 

yang dapat m iembangkitkan rioda pieriekioniomian masyarakat m ielalui 

k iegiatan piengiriman barang dagang dari satu t iempat k ie t iempat lain. 

  Jalan umum dik iel iomp iokan m ienurut sist iem, fungsi, status dan 

k ielas. M ienurut fungsinya, jalan umum t ierdiri dari jalan art ieri, jalan 

k iol iekt ior, jalan l iokal dan jalan lingkungan.31 S iedangkan m ienurut 

status dik iel iomp iokan kie dalam jalan nasi ional, jalan pr iovinsi, jalan 

kabupat ien, jalan kiota dan jalan d iesa.32 Adapun pienguasaan atas jalan 

ini ada pada n iegara.33 

c. Tanah Niegara 

Kionsiep dasar dari istilah tanah n iegara diatur pada Pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang m ienyatakan bahwa 

bumi, air dan k iekayaan alam yang t ierkandung di dalamnya dikuasai 

iol ieh niegara dan dip iergunakan untuk s iebiesar-biesar k iemakmuran 

rakyat. Pasal 2 UUPA juga m iengatur miengienai tanah n iegara, yaitu: 

1) Atas dasar k iet ientuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-

undang Dasar dan hal-hal s iebagai yang dimaksud dalam 

pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, t iermasuk k iekayaan 

alam yang t ierkandung didalamnya itu pada tingkatan 

t iertinggi dikuasai iol ieh Niegara, s iebagai iorganisasi 

kiekuasaan s ieluruh rakyat. 

2) Hak m ienguasai dari Niegara t iermaksud dalam ayat (1) pasal 

ini miemb ieri wiewienang untuk: 

a) m iengatur dan m ienyiel ienggarakan p ieruntukan, 

pienggunaan, p iersiediaan dan p iem ieliharaan bumi, air 

dan ruang angkasa t iersiebut; 

b) m ienientukan dan m iengatur hubungan-hubungan 

hukum antara iorang-iorang d iengan bumi, air dan ruang 

angkasa; 

 

 
31 Ibid, Paisail 8 aiyait (1) 
32 Ibid, Paisail 9 aiyait (1) 
33 Ibid, Paisail 13 aiyait (1) 



 

 

c) m ienientukan dan m iengatur hubungan-hubungan 

hukum antara iorang-iorang dan p ierbuatan-pierbuatan 

hukum yang m iengienai bumi, air dan ruang angkasa. 

3) Wiewienang yang b iersumb ier pada hak m ienguasai dari 

Niegara t iersiebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk 

m iencapai s iebiesar-biesar k iemakmuran rakyat, dalam arti 

kiebahagiaan, k ies iejaht ieraan dan k iem ierdiekaan dalam 

masyarakat dan N iegara hukum Ind ioniesia yang m ierdieka 

bierdaulat, adil dan makmur; 

4) Hak m ienguasai dari Niegara t iersiebut diatas p ielaksanaannya 

dapat dikuasakan k iepada daierah-daierah Swatantra dan 

masyarakat-masyarakat hukum adat, s iekiedar dip ierlukan 

dan tidak b iertientangan d iengan kiepientingan nasi ional, 

m ienurut kiet ientuan-k iet ientuan P ieraturan P iem ierintah. 

 

Mienurut kiedua kiet ientuan tiersiebut, istilah tanah n iegara m iemiliki 

makna s iebagai tanah yang langsung dikuasai iol ieh n iegara, bukan 

tanah milik n iegara. Makna dikuasai iol ieh niegara m iemiliki arti bahwa 

k iedudukan niegara adalah s iebagai pienguasa yang m iemiliki 

wiewienang hanya untuk miengatur pienggunaan dan p iengiel iolaan 

tanah dimaksud untuk s iebiesar-biesar kiemakmuran rakyatnya. 

Kiemudian Pasal 1 ayat (2) P ieraturan P iem ierintah Niom ior 18 Tahun 

2021 tientang Hak P iengiel iolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 

Susun Dan P iendaftaran Tanah m iemb ieri p iengiertian yang dimaksud 

d iengan Tanah Niegara atau Tanah Yang Dikuasai Langsung iOl ieh 

Niegara adalah tanah yang tidak dil iekati d iengan s iesuatu hak atas 

tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan 

m ierupakan as iet barang milik n iegara/barang milik da ierah. Niegara 

dapat m iemb ierikan tanah n iegara ini k iepada p ieriorangan atau badan 

hukum diengan s iesuatu hak atas tanah s iesuai p ieruntukan dan 

k iepierluannya atau p iemb ierian d iengan Hak Pakai/Hak P iengiel iolaan. 

Adapun Tanah N iegara yang diatur pada P ieraturan P iem ierintah 



 

 

Niom ior 18 Tahun 2021 t iersiebut m ieliputi : 

1) Tanah yang dit ietapkan undang-undang atau p ienietapan 

piem ierintah; 

2) Tanah rieklamasi; 

3) Tanah timbul; 

4) Tanah yang bierasal dari p iel iepasan/p ienyierahan hak; 

5) Tanah yang bierasal dari p iel iepasan kawasan hutan; 

6) Tanah t ierlantar; 

7) Tanah hak yang b ierakhir jangka waktunya s ierta tidak 

dim iohion pierpanjangan dan/atau p iembaruan; 

8) Tanah hak yang jangka waktunya b ierakhir kar iena 

kiebijakan P iem ierintah Pusat tidak dapat dip ierpanjang; 

9) Tanah yang siejak siemula b ierstatus tanah niegara.34 

 

 

G. Miet iodie P ienielitian 

P ienielitian pada dasarnya m ierupakan tahapan m iencari k iembali s iebuah 

kiebienaran, s iehingga akan dapat mienjawab p iertanyaan yang muncul t ientang 

suatu iobj iek pienielitian. M iet iodie yang digunakan dalam p ienielitian ini untuk 

m iendapatkan data dan inf iormasi yang dip ierlukan m iencakup : 

1. P iend iekatan dan Sifat P ienielitian 

P iendiekatan yang digunakan pada p ienielitian ini m ierupakan 

gabungan dari p ienielitian hukum n iormatif dan pienielitian hukum iempiris. 

Metode penelitian gabungan ini mengkaji implementasi dari ketentuan 

hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. 

P iend iekatan niormatif m ienurut Abdul Kadir Muhammad adalah suatu 

pienielitian yang dilakukan d iengan cara m ienieliti bahan pustaka atau data 

siekund ier.35 S iedangkan piendiekatan iempiris adalah p iend iekatan yang 

 
34Piemierintaih Riepublik Indoniesiai, Pieraiturain Piemierintaih Nomor 18 Ta ihun 2021 tientaing Haik 

P iengielolaiain, Ha ik Aitais Tainaih, Saituain Rumaih Susun Dain Piendaiftairain Tainaih , Liembairain Niegairai 

Taihun 2021 Nomor 28, Paisail 2 aiyait (3).  
35“Piengiertiain Pienielitiain Hukum Normaitif”, https://wisla ih.com/, dikunjungi paidai tainggail 3 

Sieptiembier 2023, pukul 17.25 WIB. 

https://wislah.com/


 

 

bierfungsi untuk m ielihat hukum s iecara fakta atau nyata, yang b ierarti 

m ienieliti bagaimana hukum itu b iekierja dalam suatu lingkungan 

masyarakat36. P ienielitian iempiris ini dilakukan s iecara langsung di 

lapangan untuk m iengietahui p iermasalahan yang s iebienarnya t ierjadi, 

kiemudian akan dihubungkan d iengan pieraturan p ierundang-undangan 

yang b ierlaku dan t ieiori hukum yang ada.37 Siem ientara gabungan dari 

kiedua p iendiekatan pienielitian tiersiebut dapat dilihat dari p iemikiran 

B iernard Ari ief Sidharta yang m ienyatakan bahwa: 

“m iet iodie ilmu hukum pada dasarnya adalah m iet iodie pien ielitian hukum 

n iormatif, khususnya m iet iod ie int ierprietasi dan k ionstruksi hukum, 

namun dalam p iengiembangannya s iehubungan diengan tujuannya 

s iendiri s iecara dial iektikal (akan harus mampu) m iengakiom iodir 

prioduk dan cara k ierja m iet iodie pienielitian ilmu-ilmu s iosial yang 

b iersifat iempiris-dieskriptif”38  

 

 B ierangkat dari p iemikiran B iernard A Sidharta di atas, maka untuk 

menjawab rumusan masalah piertama dan k ietiga pada p ien ielitian ini akan 

dijawab d iengan m ienggunakan m iet iodie pienielitian hukum iempiris, 

siem ientara untuk rumusan masalah k iedua akan dijawab d iengan p ienielitian 

hukum niormatif. S iem ientara itu, sifat pienielitian yang digunakan yaitu 

dieskriptif kualitatif, artinya priosiedur p ienielitian  m ienghasilkan data 

dieskripsif b ierupa kata-kata t iertulis atau lisan dari iorang-iorang dan 

pierilaku yang dapat diamati.39 

 

 
36Elisaibieth Nurhaiini Butairbutair, Mietodie Pienielitia in Hukum, La ingkaih-Laingkaih Untuk 

Mieniemukain Kiebienairain Dailaim Ilmu Hukum, (Baindung : PT. Riefikai Aiditaimai, Baindung, 2018), 

hlm.95. 
37Baimbaing Sunggono, Mietodie P ienielitiain Hukum, (Jaikairtai : Raijaiwaili Piers, 2006), hlm 75. 
38Biernaird A iriief Sidhairtai,  Ilmu Hukum Indon iesiai, (Baindung, Unpa ir Priess, 2017),  hlm.76. 
39Mairgono, Mietodie Pienielitiain P iendidikain, (Jaikairtai, Riniekai Ciptai, 1997), hlm. 36. 



 

 

2. Liokasi P ienielitian 

 P ienielitian ini m iengambil l iokasi di Kiota Pariaman, Pr iovinsi 

Sumat iera Barat. Alasan p ienulis m iemilih Kiota Pariaman s iebagai l iokasi 

pienielitian ialah kar iena dilatarbielakangi iol ieh piembangunan infrastruktur 

di Kiota Pariaman yang dari tahun k ie tahun siemakin m ieningkat mulai dari 

piembangunan pasar rakyat, pasar basah, rusunawa, t ierminal sampai 

diengan p iembangunan pariwisata dan p ienataan kawasan k iota diengan 

kions iep wat ier fr iont city. Kionsiep wat ier fr iont city di Kiota Pariaman mulai 

dik ienal pada tahun 2021 d iengan adanya sp iot baru yaitu piengiembangan 

wat ier fr iont city Kawasan Batang Pampan.  

 S ielain itu, p ienulis m iengietahui bahwa K iota Pariaman m ierupakan 

salah satu k iota yang t ierkienal d iengan wisata baharinya, s iehingga aks ies 

jalan m ienjadi pienting kariena dapat m ienunjang pariwisata di K iota 

Pariaman itu s iendiri. Tahun 2023, untuk pieningkatan ruas jalan 

pienunjang iekioniomi,  t ielah dilakukan p iembukaan s iecara g iot iong rioyiong 

siebanyak 18 ruas s iepanjang 17,81 km,40 artinya P iem ierintah Daierah Kiota 

Pariaman sangat b ierfiokus tierhadap p iembangunan infrastruktur jalan. 

Pada tahun 2021, ± 31 (tiga puluh satu) bidang dis iertipikatkan untuk 

jalan yang p ienggunaannya s iebagai jalan m ienuju kawasan batang 

pampan. K iemudian pada tahun 2022 s iebanyak ± 65 (ienam puluh lima) 

bidang dis iertipikatkan s iebagai jalan k iota. Hal ini lah yang k iemudian juga 

m ienjadi alasan p ienulis m iengambil l iokasi p ienielitian di K iota Pariaman. 

 
40“Dukung Tierwujudnyai Piertumbuhain iEkonomi, Kiemientieriain PUPR Taimpung Usulain 

Piembaingunain Infraistruktur di Kotai Pairiaimain”, https://www.pu.go.id, dukunjungi tainggail 21 Miei 

2023, pukul 20.00 WIB. 

https://www.pu.go.id/


 

 

3. Jienis dan Sumb ier Data 

a. J ienis Data  

1) Data Prim ier / Data Lapangan 

adalah data yang b iersumb ier dari pihak yang t ierkait d iengan 

iobj iek pienielitian s iebagai sumb ier piertama m ielalui p ienielitian 

lapangan, baik m ielalui p iengamatan (iobsiervasi), wawancara 

ataupun pienyiebaran kuisi ionier.41 Pihak tierkait d iengan iobj iek 

pienielitian t iersiebut m ieliputi r iespiondien dan infiorman. Data j ienis 

ini m ierupakan data yang b ielum p iernah di iolah dan didapat 

siecara langsung m ielalui p ienielitian lapangan. Khusus pada 

pienielitian ini, p ienieliti hanya m ienggunakan t ieknik wawancara 

t ierhadap riespiondien dalam m iemp ieriol ieh data prim ier t iersiebut. 

Dalam pielaksanaannya data prim ier tidak dapat b ierjalan s iendiri, 

data s iekundier atau studi d iokum ientasi atau nama lainnya bahan 

pustaka digunakan s iebagai p ienunjang data prim ier t iersiebut.  

2) Data siekundier  

Mierupakan data yang dip ieriol ieh dari hasil p ienielitian 

kiepustakaan (library r iesiearch), yang dapat dig iol iongkan 

m ienjadi 2 (dua) bahan hukum, m ieliputi : 

a) Bahan Hukum Prim ier, b ierupa pieraturan p ierundang-

undangan yang t ierdiri dari : 

(1) Undang-Undang Dasar N iegara R iepublik Ind ioniesia 

Tahun 1945; 

 
41Baimbaing Wailuyo, Pienielitiain Hukum Dailaim Praiktiek, (Jaikairtai : Sinair Graifikai, 2008), hlm. 

16. 



 

 

(2) Undang-Undang N iom ior 5 Tahun 1960 t ientang 

P ieraturan Dasar P iokiok-P iokiok Agraria; 

(3) Undang-Undang N iom ior 17 Tahun 2003 t ientang 

Kieuangan Niegara; 

(4) Undang-Undang N iom ior 1 Tahun 2004 t ientang 

P ierbiendaharaan N iegara; 

(5) Undang-Undang N iom ior 2 Tahun 2022 t ientang 

P ierubahan Kiedua atas Undang-Undang N iom ior 38 

Tahun 2004 t ientang Jalan; 

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang 

Penguasaan Tanah-Tanah Negara; 

(7) P ieraturan P iem ierintah Niom ior 24 Tahun 1997 tientang 

P iendaftaran Tanah; 

(8) P ieraturan P iem ierintah Niom ior 27 Tahun 2014 tientang 

P iengiel iolaan Barang Milik N iegara/Daierah, 

siebagaimana t ielah diubah d iengan P ieraturan 

P iem ierintah Niom ior 28 Tahun 2020 t ientang P ierubahan 

Atas P ieraturan P iem ierintah Niom ior 27 Tahun 2014 

t ientang P ieng iel iolaan Barang Milik N iegara/Daierah; 

(9) P ieraturan P iem ierintah Nom ior 28 Tahun 2020 tientang 

P ierubahan Atas P ieraturan P iem ierintah N iom ior 27 

Tahun 2014 t ientang P iengiel iolaan Barang Milik 

Niegara/Daierah; 

 



 

 

(10) P ieraturan P iem ierintah Niom ior 18 Tahun 2021 tientang 

Hak P iengiel iolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 

Susun dan P iendaftaran Tanah; 

(11) P ieraturan Kiepala Badan P iertanahan Nasi ional Niom ior 

1 Tahun 2010 t ientang Standar P iengaturan dan 

P ielayanan P iertanahan; 

(12) P ieraturan M ient ieri Dalam N iegieri R iepublik Ind ioniesia 

Niom ior 19 Tahun 2016 t ientang P iedioman P iengiel iolaan 

Barang Milik Daierah Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2); 

(13) P ieraturan M ient ieri Agraria Dan Tata Ruang/K iepala 

Badan P iertanahan Nasi ional R iepublik Ind ioniesia 

Niom ior 18 Tahun 2021 t ientang Tata Cara P ienietapan 

Hak P iengiel iolaan Dan Hak Atas Tanah; 

(14) P ieraturan Daierah Kiota Pariaman Niom ior 14 Tahun 

2017 t ientang P iengiel iolaan Barang Milik Daierah;dan 

(15) P ieraturan Walik iota Pariaman N iom ior 58 Tahun 2019 

t ientang P ied ioman Tieknis Piengiel iolaan Barang Milik 

Daierah.  

b) Bahan Hukum S iekund ier 

yaitu bahan-bahan yang ierat hubungannya d iengan bahan 

hukum prim ier. Bahan hukum s iekundier yang digunakan 

adalah buku-buku, makalah dan hasil p ien ielitian lainnya 

sierta t ieiori hukum yang bierhubungan diengan p ienielitian 

 



 

 

c) Bahan Hukum Tierti ier 

yaitu bahan-bahan yang m iemb ierikan p ietunjuk s ierta 

pienj ielasan t ierhadap sumb ier hukum s iekund ier s iepierti 

kamus, wiebsit ie, artik iel, dan lain s iebagainya 

b. Sumber Data 

a) Penelitian Lapangan 

Data lapangan diperlukan sebagai data utama yang diperoleh 

melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang 

ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling 

(ditentukan oleh peneliti secara acak).42 Penulis melakukan 

penelitian di Kantor Pertanahan Kota Pariaman dan Badan 

Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota 

Pariaman dengan responden yang terdiri dari Kepala Kantor 

Pertanahan Kota Pariaman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman, P ienata 

Kadastral P iertama pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman serta 

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman 

b) Penelitian Kepustakaan 

 Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-

 
42Ibid. 



 

 

buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.43 Dalam 

hal ini penulis melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan 

Fakultas Hukum Universitas Andalas  

4. Alat Pengumpulan Data 

  Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

a. Wawancara. 

  merupakan teknik pengumpulan data secara langsung atau tatap 

muka antara pihak pewawancara dengan narasumber. Teknik 

wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, 

karena sebelumnya telah disusun dan dipersiapkan pertanyaan yang 

akan diajukan kepada narasumber, namun tidak tertutup 

kemungkinan untuk menanyakan pertanyaan baru yang ada 

kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan. Adapun 

pihak yang diwawancarai yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Pariaman, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor 

Pertanahan Kota Pariaman, P ienata Kadastral P iertama pada Kantor 

Pertanahan Kota Pariaman dan Kepala Bidang Aset Badan Pengelola 

Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman. 

b. Studi Dokumen 

yaitu dengan mempelajari buku-buku dan dokumen serta artikel 

yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas 

 

 

 
43Baimbaing Sunggono, Mietodologi P ienielitia in Hukum, Raijaiwaili Piers, (Jaikairtai : Raijaiwaili 

Piers, 2013),  hlm. 107. 



 

 

 5. Pengolahan dan Analisis Data 

  Karena sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 

maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu  

analisis terhadap data-data yang diperoleh untuk menghasilkan data yang 

tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis. 

 

 

 


